SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Publik untuk menetapkan
dan menerapkan standar pelayanan publik untuk
setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan
penyelenggara pelayanan publik;

bahwa Standar Pelayanan Publik dipandang sebagai
bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat
kontrol terhadap aparatur penyelenggara Pemilu dan
Pemilihan serta  percepatan pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan kepercayaan publik
terhadap sistem pelayanan yang diberikan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Landak tentang Standar Pelayanan Publik
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Landak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
765);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir,
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Perilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
200);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANDAK TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANDAK.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang merupakan
implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang bersifat
perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi
kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan
penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam
penilaian ukuran Kualitas dan kinerja pelayanan bagi
penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan
dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang
meliputi:

1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

2. Standar Pelayanan Magang Perguruan Tinggi Dan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) Sekolah Menengah
Kejuruan.

3. Standar Pelayanan Data Pemilih Data Pemilih Dalam
Pemilu Dan Pemilihan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN LANDAK,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK ttd.

| LISANTO

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. | Persyaratan 1. Perseorangan : memiliki identitas diri
(KTP/SIM/Paspor).

Badan Publik : memiliki akta notaris dan
dokumen pengesahan Badan Publik

Mengisi formulir permohonan informasi yang
tersedia baik secara daring maupun luring
dengan dibantu oleh petugas.

Sistem, mekanisme,
dan prosedur

. Pemohon informasi mengajukan permohonan

informasi dengan cara datang langsung,
melalui Call Center, Whatsapp Pelayanan
KPU Kabupaten Landak, Surat Elektronik, e-
PPID, dan Sosial Media resmi KPU Landak
(Instagram, X, TikTok dan Facebook)

. Desk pelayanan memilah permintaan

informasi dengan ketentuan:

a. Pemohon yang datang secara langsung
mengisi formulir permohonan informasi.
Pemohon informasi melalui media lain
seperti surat, email dan telepon, formulir
dapat dibantu pengisiannya oleh desk

pelayanan.

b. Desk pelayanan informasi mencatat
permohonan informasi dalam Buku
Registrasi. Desk pelayanan
memberitahukan nomor formulir
permohonan informasi.

c. Desk pelayanan dapat langsung

memberikan informasi, jika informasi
yang diminta adalah yang tersedia setiap
saat, tidak termasuk kategori
dikecualikan atau berpotensi
dikecualikan dapat diberikan dalam
bentuk hardcopy/ softcopy.

d. Untuk informasi yang diumumkan secara
berkala dan serta merta, desk pelayanan
menyarankan pemohon informasi untuk

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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membuka website resmi KPU (kpu.go.id)

atau KPU Kabupaten Landak (kab-

landak.kpu.go.id).

e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan
memberikan jawaban tertulis apakah
dapat memenuhi permohonan informasi
atau tidak memenuhi dengan disertai
alasan.

f. Jika informasi yang dimaksud tidak
dalam penguasaan dan tidak dapat
dipenuhi KPU Kabupaten Landak, desk
pelayanan memberikan pemberitahuan
tertulis disertai alasan dan
menginformasikan  kepada  pemohon
informasi, badan publik yang menguasai
informasi tersebut apabila mengetahui.

g. Jika informasi yang dimaksud termasuk
kategori informasi yang dikecualikan,
desk pelayanan menginformasikan
kepada pemohon informasi dengan
menunjukkan Keputusan KPU tentang
informasi yang dikecualikan.

h. Jika informasi tidak dapat diberikan,
desk pelayanan menginformasikan
kepada pemohon informasi mengenai
haknya mengajukan surat keberatan
kepada Atasan PPID.

i. Jika informasi yang dimohon pemohon
informasi belum dapat diberikan, desk
pelayanan menginformasikan kepada
pemohon informasi bahwa:

e Informasi tentang Pemilu dan
Pemilihan akan diberikan dalam
jangka waktu tiga hari kerja, dan
dapat diperpanjang selama dua hari
kerja dengan alasan.

e Informasi lain akan diberikan dalam
jangka waktu sepuluh hari kerja, dan
dapat diperpanjang selama tujuh hari
kerja dengan alasan.

j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan
diberitahukan kepada pemohon informasi
disertai alasan.

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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Jangka waktu
pelayanan

1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan
akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari
kerja, dan dapat diperpanjang selama dua
hari kerja dengan alasan.

2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka
waktu sepuluh hari kerja, dan dapat
diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan
alasan.

3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis
disertai alasan.

Biaya/tarif

e Tidak dikenakan biaya/tarif.

e Dokumen yang memerlukan penggandaan
akan disediakan dalam bentuk softcopy dan
dikirimkan melalui media elektronik (E-mail
dan WhatsApp) sebagai upaya mendukung
efisiensi layanan informasi publik.

Produk pelayanan

Informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy

Penanganan
pengaduan, saran,
dan masukan/
apresiasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi
terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat
disampaikan melalui:

1. KPU Kabupaten Landak menangani
pengaduan yang berhubungan langsung

dengan pelayanan yang menjadi
kewenangannya,;
2. Masyarakat dapat menyampaikan

pengaduan, saran dan masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;

b. Surat;

c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

d. Telepon/ SMS/ Chat  WhatsApp
(085804635598)

e. Email : kab landak@kpu.go.id

f. Website melalui alamat https://kab-

landak.kpu.go.id/

g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui
alamat https:/ /ekpulandak.com/skm
atau scan langsung melalui brosur yang
sudah disediakan.

3. Pengaduan yang disampaikan secara
langsung dan dapat diselesaikan saat
pengaduan diterima maka petugas
pengaduan akan menyampaikan jawaban
saat itu juga dengan sepengetahuan
atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
lanjut akan diselesaikan melalui tahap :

a. Pemeriksaan lapangan;

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan
disampaikan secara lisan atau tertulis.

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1. Dasar Hukum

1,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08

Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2021;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum dan Pemilihan;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

87 /Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan dan

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk
dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

2. | Sarana, Prasarana,
dan/fasilitas

Meja helpdesk pelayanan;
Formulir pelayanan;

Petugas helpdesk pelayanan;
Daftar informasi publik;
Mekanisme pelayanan;
Jadwal pelayanan;

Struktur PPID;

Alat tulis;

Komputer;

. Toilet umum;

. Toilet disabilitas;

. Ruang laktasi;

. Arena bermain anak;

. Area parkir;

. Area parkir disabilitas;

. Jalur disabilitas;

. Pojok Baca; serta ruang merokok.

VRN h L
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3. | Kompetensi
Pelaksana

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. | Pengawasan internal

Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
Umum Daerah Kabupaten Landak.

5. | Jumlah Pelaksana

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Landak Nomor 29 Tahun
2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi Umum Kabupaten
Landak Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan
Informasi Publik berjumlah 9 (Sembilan) orang.

6. | Jaminan pelayanan

Maklumat Pelayanan Informasi,

7. | Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

1. Fasilitas keamanan berupa petugas
keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan
CCTV, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K,
serta prosedur pengamanan.

2. Jaminan terhadap perlindungan informasi
yang termasuk kategori dikecualikan.

https://jdiih.kpu.go.id/kal bar/landak
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8. | Evaluasi kinerja : | Dilakukan evaluasi layanan informasi publik
pelaksana secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN MAGANG PERGURUAN TINGGI DAN PRAKTEK KERJA
LAPANGAN (PKL) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NO KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)
1. | Persyaratan 1 | Surat Permohonan Pengiriman
Mahasiswa/Siswa untuk Kegiatan

Magang/PKL dari Perguruan Tinggi atau
Sekolah Menengah Kejuruan.

2 | Daftar Riwayat Hidup Peserta Magang/
PKL

3 |e Proposal pengajuan magang (bagi
Mahasiswa)

e Pemahaman Pedoman PKL yang sudah
diberikan (bagi Siswa)

4 | Menandatangani Surat Pernyataan
bahwa tidak akan menuntut pemberian
insentif dalam bentuk apa pun.

5 | Menandatangani Surat Pernyataan
tentang kesediaan untuk menjaga
kerahasiaan seluruh informasi yang
diperoleh selama berada di lingkungan

lembaga.
2. | Sistem, mekanisme, dan 1 | Perguruan Tinggi/Sekolah Menengah
prosedur Kejuruan menyampaikan surat

permohonan/pengiriman
mahasiswa/siswa magang kepada KPU
Kabupaten Landak

2 | Surat permohonan pengiriman
mahasiswa/siswa untuk kegiatan
Magang/ PKL akan ditindaklanjuti
dengan pemberitahuan persetujuan atau
penolakan paling lambat dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat
diterima.

3 |Jika disetujui, akan ditindaklanjuti
dengan penerbitan Surat Persetujuan
Magang/PKL penerimaan Magang
mahasiswa atau siswa PKL.
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Jika belum disetujui maka akan dijawab
melalui surat  disertakan dengan
alasannya.

Pelaksanaan magang dilakukan secara
luring di Kantor KPU Kabupaten Landak.

Jadwal dan durasi magang disesuaikan
dengan kurikulum institusi pendidikan
dan kebutuhan unit organisasi di kantor
(minimal 3 bulan).

Laporan pelaksanaan magang maksimal
disampaikan selambat-lambatnya 30 hari
setelah melaksanakan Magang/PKL.

Pemberian Sertifikat dan Surat
Keterangan Magang/PKL.

Permohonan informasi dapat melalui
Whatsapp Call Center (085804635598)
atau Email (kab_landak@kpu.go.id)

Jangka waktu pelayanan

Hari Kerja Jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB

Biaya/tarif

Tidak dikenakan biaya/tarif.

Produk pelayanan

1

Informasi Kebutuhan mahasiswa/siswa
Magang.

Surat Persetujuan Magang/PKL atau
Surat Penerimaan Magang/PKL.

Sertifikat Pelaksanaan Magang/PKL.

Surat Keterangan Pelaksaaan
Magang/PKL.

Penanganan pengaduan,
saran, dan
masukan /apresiasi

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi
terhadap layanan pendidikan kepemiluan
dapat disampaikan melalui:

1

Secara tertulis dengan mengisi formulir
pengaduan/saran dan dimasukkan ke
dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di
Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Landak, Jl. Raya
Ngabang - Pontianak Km.3, Hilir Ktr.,
Kec. Ngabang, Kabupaten Landak

Masyarakat dapat menyampaikan
pengaduan, saran dan masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;

b. Surat;

c. Kotak pengaduan, saran dan
masukan;

d. Telepon/ SMS/ Chat WhatsApp
(085804635598)

e. Email kab landak@kpu.go.id
f. Website melalui alamat https://kab-
landak.kpu.go.id/

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui
alamat https://ekpulandak.com/skm

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.

Dasar hukum

1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja  Sekretariat Jenderal  Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja  Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Sarana dan prasarana,

dan/atau fasilitas

ol ol Sl e

Komputer
Internet
Printer
Kertas

Kompetensi pelaksana

SDM yang mampu memahami aturan terkait
ijjin pelaksanaan Magang/PKL.
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4. | Pengawasan internal Pengawasan dilakukan oleh Pimpinan KPU
Kabupaten Landak

5. | Jumlah pelaksana 1 (satu) orang

6. | Jaminan pelayanan 1. | Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

2. | Maklumat Pelayanan Informasi
penerimaan Mahasiwa/siswa Magang

3. | Keputusan tentang pemberian
Kompensasi apabila Pelayanan tidak
sesuai Standar Pelayanan yang sudah
ditetapkan.

4. | Peserta didaftarkan sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana diatur
dalam Pedoman PKL di lingkungan KPU
Kabupaten Landak.

7. | Jaminan keamanan dan 1. | Terdapat Petugas Keamanan
keselamatan pelayanan 5 | CCTV
3. | Alat Pemadam Kebakaran
4. | Jalur Evakuasi
S. | Titik Kumpul
6. | Kotak P3K
7. | Matrik Prosedur Keselamatan
8 | Evaluasi kinerja Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan
pelaksana melibatkan pengguna layanan,

diadministrasikan dan didokumentasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH DATA PEMILIH DALAM PEMILU DAN
PEMILIHAN

KOMPONEN

| URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1. Persyaratan

1. Form permohonan layanan;
2. KTP Elektronik;

2. Sistem, mekanisme, dan
prosedur

1,

Pemohon layanan mengajukan
permohonan data pemilih kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) KPU Kabupaten Landak, baik
secara langsung maupun melalui sarana
elektronik.

Petugas PPID menerima dan mencatat
permohonan, serta melakukan verifikasi
administratif terhadap kelengkapan berkas
permohonan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

. Permohonan difasilitasi oleh Staf

Subbagian Data dan Informasi, untuk
memastikan ketersediaan dan keabsahan
data pemilih yang dimohonkan sesuai
dengan klasifikasi data yang dapat diakses
publik.

Dalam hal permohonan dilakukan pada
saat tahapan Pemilu/Pilkada sedang
berlangsung, akan dilakukan sosialisasi
terlebih dahulu mengenai pembatasan
akses terhadap data yang bersifat strategis
atau dilindungi, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Data yang dapat diberikan akan
disampaikan dalam bentuk softcopy dan
dikirimkan melalui media elektronik
(Email atau WhatsApp) guna mendukung
efisiensi dan  transparansi layanan
informasi publik.

Apabila pemohon memerlukan salinan
hardcopy, maka penggandaan dokumen

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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dilakukan secara mandiri oleh pemohon.
KPU hanya menyediakan data dalam
bentuk digital (softcopy) untuk
mengurangi penggunaan sumber daya
fisik.

. Seluruh proses pelayanan dicatat dan

didokumentasikan oleh  PPID, serta
dilaporkan secara berkala sebagai bagian
dari evaluasi layanan publik.

3. Jangka waktu pelayanan

. 1 (satu) hari untuk akses

cekdptonline.kpu.go.id

. Sesuai dengan PKPU tentang

Pemutakhiran Data Pemilih

4. Biaya/tarif

Tidak dikenakan biaya/tarif

5. Produk pelayanan

1.

2,
3.
4.

Data pemilih yang muncul di portal
cekdptonline.kpu.go.id

Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Berkelanjutan

6. Penanganan pengaduan, saran,
dan masukan/apresiasi

. Secara tertulis dengan mengisi formulir

pengaduan/saran dan dimasukkan ke
dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di
Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Landak, Jl. Raya
Ngabang - Pontianak Km.3, Hilir Ktr., Kec.
Ngabang, Kabupaten Landak

. Masyarakat dapat menyampaikan

pengaduan, saran dan masukan melalui :
a. Petugas pengaduan;

b. Surat;

c. Kotak pengaduan, saran dan
masukan;

d. Telepon/ SMS/ Chat WhatsApp
(085804635598)

e. Email kab_landak@kpu.go.id

f. Website melalui alamat https:/ /kab-
landak.kpu.go.id/

g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui
alamat https:/ /ekpulandak.com/skm

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1. Dasar hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten/Kota  sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota.

2. Sarana dan prasarana,

Media untuk mengakses laman

https://jdiih.kpu.go.id/kal bar/landak
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dan/atau fasilitas

www.cekdptonline.kpu.go.id

3. Kompetensi pelaksana

Staf pelaksana yang menangani data pemilih
dan aplikasi dalam pemutakhiran data
pemilih.

4. Pengawasan internal

1. Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten
Landak;

2. Sekretaris KPU Kabupaten Landak;

3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
KPU Kabupaten Landak

S. Jumlah pelaksana

2 (Dua) orang staf pelaksana

6. Jaminan pelayanan

Terdaftar dalam data pemilih pada
kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh
pemohon layanan.

7. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen
yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih,
tetap terjaga sebagai data yang rahasia.

8. Evaluasi kinerja pelaksana

Terfasilitasinya proses pengecekan data
pemilih dan pendaftaran pemilih bagi
pemohon layanan yang membutuhkan, dapat
diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan
yang ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

TEN LANDAK

Sub Bagian Hukum dan SDM,

https://jdih.kpu.go.id/kal bar/landak




